ABSTRAK

Pembatalan terhadap suatu merek yang telah terdaftar sering terjadi dan tidak
dapat dihindarkan. Pembatalan ini dapat disebabkan apabila merek tersebut memenuhi
salah satu atau beberapa alasan relatif atau alasan absolut ditolaknya pendaftaran
merek. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembatalan merek tersebut tak jarang terjadi
pada usaha waralaba. Padahal unsur pokok waralaba itu sendiri adalah merek terdaftar
sebagai tanda pengenal usaha, hal itu terjadi pula pada Geprek Bensu yang merupakan
salah satu waralaba yang sudah tersebar diseluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum penerima waralaba dalamhal
terjadi pembatalan merek Geprek Bensu. Metode yang digunakan penulis adalah
metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma hukum yang ada
dan bagaimana penerapan dari norma hukum tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap merek suatu waralaba yang
dibatalkan, maka akan mengakibatkan berakhirnya Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
(STPW) Geprek Bensu,hal tersebut mengakibatkan penyelenggaraan usaha waralaba
tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian akibat lain adalah batalnya demi hukum
perjanjian waralaba yang dibuat antara penerima dan pemberi waralaba tersebut.
Terkait perlindungan hukum terhadap penerima waralaba, apabila terjadi pembatalan
merek pada penerima waralabanya, diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis dan KUHPerdata. Penerima waralaba tersebut
tetap dapat menjalankan usahanya sampai berakhirnya jangka waktu yang
diperjanjikan dalam perjanjian waralaba antara penerima dan pemberi waralaba. Tidak
hanya itu, penerima waralaba dapat mengajukan ganti rugi kepada pemberi
waralabaatas kerugian yang telah diterima akibat pembatalan merek pemberi waralaba.
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